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I. UMUM

Profesi Akuntan Publik merupakan profesi yang memiliki peran
strategis dalam mendukung perekonomian yang sehat dan efisien, serta
meningkatkan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan. Dalam hal
ini profesi Akuntan Publik menjadi salah satu pilar dalam upaya
peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

Dengan mempertimbangkan peran penting profesi Akuntan Publik
dalam mendukung perekonomian tersebut, telah diundangkan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Undang-
Undang tersebut mengatur profesi Akuntan Publik secara komprehensif
yang memiliki tujuan utama untuk melidungi kepentingan
publik/masyarakat. Meskipun tujuan utamanya adalah perlindungan
publik, Undang-undang tersebut juga bertujuan untuk melindungi
profesi Akuntan Publik.

Peraturan Pemerintah tentang Praktik Akuntan Publik ini
merupakan salah satu peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor
5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik yang merupakan merupakan
pengaturan lebih lanjut atas beberapa ketentuan sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Akuntan Publik dimaksud.
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Sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011
tentang Akuntan Publik, Peraturan Pemerintah ini mengatur
ketetentuan lebih lanjut mengenai:

a. ujian profesi Akuntan Publik;
b. Pendidikan Profesional Berkelanjutan;
c. penyusunan dan penetapan Standar Profesional Akuntan Publik;
d. pembatasan jasa audit;
e. persyaratan dan tata tata cara pengunduran diri Akuntan Publik;
f. laporan;
g. kerjasama KAP dengan KAPA atau OAA; dan
h. sanksi administratif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ujian profesi Akuntan Publik” adalah
ujian yang diselenggarakan untuk menguji kompetensi sebagai
salah satu persyaratan untuk mendapatkan sertifikat tanda
lulus ujian profesi Akuntan Publik.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.
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Huruf h

Yang dimaksud dengan “tugas lain yang berkaitan dengan
penyelenggaraan ujian profesi Akuntan Publik” antara lain
adalah melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan ujian
profesi Akuntan Publik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Lulus ujian profesi Akuntan Publik dibuktikan dengan surat
keterangan lulus dari Asosiasi Profesi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kualifikasi yang setara” mencakup
antara lain pendidikan, pengalaman, dan ujian sertifikasi
profesi.

Ayat (3)

Cukup jelas.
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Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” antara lain
adalah Akuntan Publik, otoritas pengatur, staf auditor,
akademisi, dan pengguna jasa Akuntan Publik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Perusahaan asuransi/reasuransi”
adalah termasuk perusahaan asuransi/reasuransi syariah.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Akuntan Publik yang merupakan Pihak
Terasosiasi” adalah Akuntan Publik yang tidak menandatangani
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laporan auditor independen namun terlibat langsung dalam
pemberian jasa, misal: Akuntan Publik yang merupakan partner
in charge dalam suatu perikatan audit.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jenis entitas tertentu”, antara lain
asuransi, perbankan, pertambangan, dan telekomunikasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan” jasa tertentu” antara lain: audit
umum atas informasi keuangan historis dan reviu atas
informasi keuangan historis.

Huruf e

Cukup jelas.
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Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan ”media” adalah media elektronik atau
media cetak.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud pelanggaran berikutnya adalah pelanggaran
yang seharusnya dikenai sanksi administratif berupa peringatan
tertulis.

Contoh penerapan ketentuan ini adalah seorang Akuntan Publik
pada tanggal 1 November 2014 dikenai sanksi administratif
berupa peringatan tertulis. Pada tanggal 30 Agustus 2015
dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis atas
pelanggaran yang berbeda, pada tanggal 30 Desember 2015
Akuntan Publik tersebut dikenai sanksi administratif berupa
peringatan tertulis atas pelanggaran yang lain. Pada tanggal 1
Oktober 2016 Akuntan Publik melakukan pelanggaran yang
seharusnya dikenai sanksi administratif berupa peringatan
tertulis. Atas pelanggaran tersebut Akuntan Publik dikenai
sanksi administratif berupa pembekuan izin. Namun apabila
Akuntan Publik melakukan pelanggaran pada tanggal 15
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November 2016, maka Akuntan Publik tidak dikenai sanksi
administratif berupa pembekuan izin melainkan peringatan
tertulis. Hal ini dikarenakan pada tanggal 15 November 2016
Akuntan Publik baru dikenai sanksi administratif berupa
peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam 24 (dua puluh
empat) bulan terakhir yaitu pada tanggal 30 Agustus 2015 dan
30 Desember 2015, sedangkan sanksi administratif berupa
peringatan tertulis pada tanggal 1 November 2014 telah lewat
dari 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud pelanggaran berikutnya adalah pelanggaran
yang seharusnya dikenai sanksi administratif berupa
pembatasan pemberian jasa kepada suatu jenis entitas tertentu
dan/atau pembatasan pemberian jasa tertentu.

Contoh penerapan ketentuan ini adalah seorang Akuntan Publik
pada tanggal 1 November 2014 dikenai sanksi administratif
berupa pembatasan pemberian jasa audit atas laporan keuangan
selama 3 (tiga) bulan. Pada tanggal 30 Agustus 2015 dikenai
sanksi administratif berupa pembatasan pemberian jasa audit
atas laporan keuangan selama 3 (tiga) bulan. Pada tanggal 30
Desember 2015 Akuntan Publik tersebut dikenai sanksi
administratif berupa pembatasan pemberian jasa audit atas
laporan keuangan selama 3 (tiga) bulan. Pada tanggal 1 Oktober
2016 Akuntan Publik melakukan pelanggaran yang seharusnya
dikenai sanksi administratif berupa pembatasan pemberian jasa
audit atas laporan keuangan. Atas pelanggaran tersebut
Akuntan Publik dikenai sanksi administratif berupa pembekuan
izin. Namun apabila Akuntan Publik melakukan pelanggaran
pada tanggal 15 November 2016, maka Akuntan Publik tidak
dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin melainkan
pembatasan pemberian jasa audit atas laporan keuangan. Hal
ini dikarenakan pada tanggal 15 November 2016 Akuntan Publik
baru dikenai sanksi administratif berupa pembatasan pemberian
jasa audit atas laporan keuangan sebanyak 2 (dua) kali dalam
24 (dua puluh empat) bulan terakhir yaitu pada tanggal 30
Agustus 2015 dan 30 Desember 2015, sedangkan sanksi
administratif berupa pembatasan pemberian jasa audit atas
laporan keuangan pada tanggal 1 November 2014 telah lewat
dari 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.
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Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Yang dimaksud pelanggaran berikutnya adalah pelanggaran
yang seharusnya dikenai sanksi administratif berupa
pembekuan izin.

Contoh penerapan ketentuan ini adalah seorang Akuntan Publik
pada tanggal 1 November 2014 dikenai sanksi administratif
berupa pembekuan izin selama 6 (enam) bulan. Pada tanggal 31
Oktober 2015 dikenai sanksi administratif berupa pembekuan
izin selama 6 (enam) bulan atas pelanggaran yang berbeda. Pada
tanggal 30 Desember 2016 Akuntan Publik tersebut dikenai
sanksi administratif berupa pembekuan izin selama 3 (tiga)
bulan atas pelanggaran yang lain. Pada tanggal 1 Oktober 2018
Akuntan Publik melakukan pelanggaran yang seharusnya
dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin. Atas
pelanggaran tersebut Akuntan Publik dikenai sanksi
administratif berupa pencabutan izin. Namun apabila Akuntan
Publik melakukan pelanggaran pada tanggal 15 November 2018,
maka Akuntan Publik tidak dikenai sanksi administratif berupa
pencabutan izin melainkan pembekuan izin dalam jangka waktu
tertentu. Hal ini dikarenakan pada tanggal 15 November 2018
Akuntan Publik baru dikenai sanksi administratif berupa
pembekuan izin sebanyak 2 (dua) kali dalam 48 (empat puluh
delapan) bulan terakhir yaitu pada tanggal 31 Oktober 2015 dan
30 Desember 2016, sedangkan sanksi administratif berupa
pembekuan izin pada tanggal 1 November 2014 telah lewat 48
(empat puluh delapan) bulan terakhir.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.
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